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Abstract 

This study aims to determine the effect of role of village apparatus, competence of village apparatus, and the implementation of Sistem Keuangan Desa on accountability of village fund management. Population in this study is 301 villages in 23 districts of Kabupaten Banyumas. The sampling technique used is proportional random sampling and the samples are 182 respondents. The results of this study indicate that: (1) role of village apparatus, competence of village apparatus, and the implementation of Sistem Keuangan Desa have a simultaneous effect on accountability of village fund management, (2)  role of village apparatus has positive effect on accountability of village fund management, (3) competence of village apparatus has positive effect on accountability of village fund management, (4) implementation of Sistem Keuangan Desa has positive effect on accountability of village fund management, and (5) implementation of Sistem Keuangan Desa has the most dominant effect on accountability of village fund management.
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah 301 desa yang tersebar pada 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling dan sampel penelitian berjumlah 182 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan (5) penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa paling berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Kata kunci: peran, kompetensi, penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa.

PENDAHULUAN


Sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan dan wewenang yang besar untuk mengatur tata pemerintahannya secara mandiri, termasuk dalam mengelola keuangan desa. Dengan adanya desentralisasi ini, pemerintah pusat menaruh harapan yang besar kepada pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangan desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Selain itu, diharapkan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta pemerataan dalam pembangunan bisa tercapai. Pelaksanaan pengelolaan desa ini tentunya harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari berbagai penyimpangan, apalagi pada saat ini sumber dana yang diterima desa jenisnya bermacam-macam dan nominalnya sangat besar. 

Secara khusus, aturan dalam mengelola keuangan desa tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa tersebut sesuai dengan prosedur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ini mengatur pemerintah desa agar dalam mengelola keuangan desa dilakukan dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, di dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan pula mengenai berbagai macam pendapatan desa yang didapat melalui beberapa sumber, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain.

Salah satu bentuk bantuan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan desa adalah melalui pemberian dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 dan PP Nomor 8 Tahun 2016 mengatur secara khusus mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN, mulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, hingga ke tahap pemantauan dan evaluasi.

Besarnya jumlah uang yang diterima oleh desa tentu akan menjadi suatu tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah desa dalam mengelolanya. Desa dapat lebih leluasa dalam melakukan pembangunan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mewujudkan peningkatan kesejahteraan. Namun di sisi lain, permasalahan keagenan seperti assymetry information, moral hazard, dan adverse selection mungkin saja dapat terjadi dan akan menimbulkan keresahan atau kekhawatiran akan terjadinya berbagai modus kecurangan, penyimpangan, maupun penyelewengan dari oknum tertentu. Permasalahan ini tentu menimbulkan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi kian meningkat. Maka dari itu, sesuai dengan teori keagenan, pemerintah desa sebagai agen harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas pemerintahan yang dijalankannya kepada masyarakat sebagai prinsipal. Akuntabilitas berfungsi agar segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Selain itu, akuntabilitas juga sangat erat kaitannya dengan teori good governance, dimana akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik yang harus dicapai untuk mewujudkan good governance atau tata pemerintahan yang baik. Dengan begitu, pengelola dana desa dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana desa sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa tetap dapat terjaga. 

Pada kenyataannya, menurut Inspektur Kabupaten Banyumas, Muntorichin, pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas sudah cukup baik walaupun tidak dapat dipungkiri masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan (www.satelitpost.com, 2018). Pelaksanaan prosedur pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas masih banyak memiliki kekurangan dan kendala, terlebih karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang mewajibkan pemerintah desa untuk melakukan pertanggungjawaban atas dana yang dikelolanya. Pemerintah desa harus siap untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa tersebut kepada pemerintah dan masyarakat. Pemerintah desa diwajibkan membuat berbagai laporan pertanggungjawaban keuangan yang beragam macamnya. Hal tersebut tentu menuntut pemerintah desa harus lebih memiliki kompetensi agar dapat membuat laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, kurangnya peran dan kompetensi dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa masih banyak menjadi kendala di dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Ditambah lagi, masih banyak temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. 

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2015 hingga pada semester pertama tahun 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan telah mencapai 181 kasus dengan 184 tersangka korupsi yang telah merugikan negara sebesar Rp 40,6 miliar (www.nasional.kompas.com, 2018). Di Kabupaten Banyumas sendiri, pada tahun 2017 terdapat temuan penyelewengan dan indikasi korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa pada dua desa, yaitu Desa Krajan Kecamatan Pekuncen yang merugikan negara sebesar Rp 92,2 juta dan Desa Tipar Kecamatan Rawalo yang merugikan negara sebesar Rp 335,9 juta (www.satelitpost.com, 2018). 

Tuntutan yang besar akan transparansi dari nominal dana desa yang sangat besar dan rawan praktik korupsi ini tentu menyebabkan pemerintah harus memikirkan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai upaya penghindaran dari berbagai modus kecurangan dan penyelewengan, pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan aplikasi Sistem Keuangan Desa pada tahun 2015. Seperti yang dilansir pada www.bpkp.go.id, aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Tujuan dibuatnya Siskeudes ini yaitu untuk mempermudah pengguna aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan dan juga sebagai alat pengendali agar tidak terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diharapkan dengan adanya Siskeudes ini pembuatan laporan pertanggungjawaban dari desa dapat lebih standar dan akuntabel.

Situs (www.suaramerdeka.com, 2017) menyebutkan bahwa mulai tahun 2018, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Banyumas ditargetkan sudah berbasis aplikasi, sehingga potensi penyimpangan lebih mudah dihindari dan dicegah. Hal tersebut dibuktikan melalui data yang terhimpun pada Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas bahwa seluruh desa di Kabupaten Banyumas yang berjumlah 301 desa secara keseluruhan telah menerapkan aplikasi Siskeudes pada tahun 2018. Meskipun aplikasi Siskeudes telah dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya, namun ternyata dalam praktiknya penerapan aplikasi Siskeudes ini juga masih belum cukup berjalan lancar karena terkendala kompetensi atau sumber daya manusia dalam menggunakannya. Jadi, di satu sisi penerapan aplikasi Siskeudes ini dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun di sisi lain juga memperkuat pernyataan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masih banyak mengalami kendala.

Pernyataan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum berjalan dengan baik dan mengalami banyak kendala juga telah didukung oleh hasil dari beberapa penelitian. Sofyan & Pambudi (2017) menyatakan pada pelaksanaan akuntabilitas sosial dalam pengelolaan dana desa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat terwujudnya akuntabilitas. Mamuaya et al. (2017) dalam penelitiannya menyatakan kurang pahamnya sumber daya manusia yang meliputi pemerintah desa dan masyarakat mengenai peraturan-peraturan yang ada, menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya. Subroto (2009) menyatakan masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa dari segi administratif, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia. Makalalag et al. (2016) dan Wida et al. (2017) juga menyatakan kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah dan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa. 

Hasil penelitian Madea et al. (2017) menyatakan salah satu kendala dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu perangkat desa belum berperan secara maksimal dalam pertanggungjawaban sehingga tidak memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Essang Selatan. Padahal, perangkat desa sangat berperan penting dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa serta dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik demi terciptanya good governance (Indrianasari, 2017). Penelitian Sutrawati (2016) menyatakan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa dan dapat menentukan keberhasilan pembangunan di desanya. Di samping itu, penelitian Setiana & Yuliani (2017) serta Yesinia et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik peran perangkat desa, semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Besarnya anggaran ke desa diiringi tanggung jawab yang besar pula bagi pemerintah desa dalam pengelolaannya, menuntut perlunya aparatur desa yang lebih kompeten (www.palopopos.fajar.co.id, 2018). Namun, beberapa penelitian terdahulu telah menyebutkan bahwa kompetensi pemerintah desa masih menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rendahnya kompetensi aparatur desa dapat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel (Medianti, 2018). Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Medianti (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dimana semakin tinggi kompetensi aparatur desa, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Menurut Umar et al. (2018), Nurkhafifah (2018), dan Indrajaya (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tidak jauh berbeda, hasil penelitian Mada et al. (2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian dari Widyatama et al. (2017) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu, penelitian Alfarabi (2018) juga menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena kompetensi sumber daya manusia yang tinggi belum tentu dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Begitu pula sebaliknya, kompetensi sumber daya manusia yang rendah belum tentu akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Selain peran dan kompetensi perangkat desa, penerapan aplikasi Siskeudes juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian Artini et al. (2017) menyatakan bahwa aplikasi Siskeudes sangat membantu pengelolaan keuangan yang lebih baik dan menyebabkan data yang dihasilkan lebih transparan. Penelitian Sulina et al. (2017) menyimpulkan bahwa dampak dari penggunaan Siskeudes yaitu desa dapat menggunakan dana desa sesuai kebutuhan, kegiatan operasional lebih tertata secara administratif, terhindar dari kecurangan secara sengaja maupun tidak sengaja, serta dapat memberi motivasi dan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Juardi et al. (2018) pada penelitiannya turut menyatakan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes sangat membawa perubahan, baik dalam proses pelaporan, pertanggungjawaban, dan keaktifan aparat desa dalam melakukan pekerjaannya dan aplikasi ini sangat memudahkan aparat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian Gayatri & Latrini (2018) menyatakan bahwa dengan penggunaan teknologi informasi akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien, dan dalam penelitiannya penerapan Siskeudes ini dinilai telah efektif dan berpengaruh positif. Hasil penelitian Sabon (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi Siskeudes berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Apabila pemanfaatan aplikasi Siskeudes ini digunakan secara baik dan benar maka pemerintah desa dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas. Beberapa penelitian tersebut secara garis besar menyimpulkan bahwa aplikasi Siskeudes memiliki dampak yang positif dalam menciptakan laporan keuangan yang akuntabel. Perbedaan ditunjukkan pada hasil penelitian Sari (2017) yang menyatakan penerapan aplikasi Siskeudes tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, dimana penerapan Siskeudes ini belum diterapkan secara maksimal pada penyusunan laporan keuangan sehingga tidak memengaruhi kualitas laporan keuangan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang fenomena dan penelitian yang telah dijelaskan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “PENGARUH PERAN DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA SERTA PENERAPAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN BANYUMAS”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi. Pertama, yaitu untuk memberikan bukti empiris mengenai teori keagenan dan good governance yang relevan untuk menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kedua, yaitu untuk memberi manfaat dan tambahan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang akuntansi sektor publik.
KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Teori Keagenan
Halim & Abdullah (2006) menyatakan bahwa dalam hubungan keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yaitu pihak yang memberikan kewenangan atau kekuasaan (prinsipal) dan pihak yang menerima kewenangan (agen). Dalam suatu organisasi hubungan ini berbentuk vertikal, yaitu antara pihak atasan (sebagai prinsipal) dan pihak bawahan (sebagai agen). Teori yang menjelaskan mengenai hubungan keagenan antara kedua pihak tersebut dikenal dengan teori keagenan (agency theory).

Hubungan keagenan dapat terjadi pada sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, bahkan hingga ke tingkat pemerintahan desa. Terlebih lagi setelah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang semakin memperkuat otonomi desa dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Pemerintah desa sebagai agen diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masyarakat desa sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Praktik pelaporan keuangan desa ini tentunya didasari oleh teori keagenan. Pemerintah desa selaku agen berkewajiban untuk menyajikan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang baik dan bermanfaat kepada para pengguna informasi keuangan. Pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi publik seperti pemerintah desa merupakan wujud konsep berdasarkan teori keagenan.

Good Governance
Good governance menurut World Bank dalam Mardiasmo (2009) didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Sedarmayanti (2004) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) prinsip utama dalam pelaksanaan good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum aparat birokrasi. 

Akuntabilitas

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, akuntabilitas diartikan sebagai proses penyelenggaraan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UNDP mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban kepada publik atas segala aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000) didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Pada sektor pemerintahan, akuntabilitas publik yaitu pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat maupun daerah harus dapat memberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga publik lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya terfokus pada pertanggungjawaban vertikal. Selanjutnya, lembaga publik juga dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2009).

Peran

Soekanto (2009) mendefinisikan peran sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Dengan kata lain, peran ialah penyesuaian diri terhadap posisi atau kedudukan yang diperoleh seseorang dalam suatu tatanan sosial tertentu.

Kompetensi

Kompetensi secara umum diartikan sebagai bentuk keterampilan, pengetahuan, kemampuan, serta perilaku dari seorang pegawai dalam melaksanakan suatu tugas. Kompetensi adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang saat menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dikembangkan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan didukung atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (www.bpkp.go.id). Tujuan lain dibuatnya Siskeudes yaitu dalam rangka mengawal program prioritas pemerintah (nawacita) yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Sebelum adanya aplikasi Siskeudes, sebagian besar desa melakukan penganggaran, pembukuan, dan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel atau aplikasi sejenis yang tidak memiliki format standar. Hal ini tentu membuat pemerintah kabupaten/kota menjadi sulit dalam mengevaluasi APB Desa dan laporan keuangan desa. Selain itu, terdapat ratusan desa yang menggunakan aplikasi yang dibeli dari developer swasta, yang tidak dapat diperbarui atau disesuaikan dengan standar regulasi dalam pengelolaan keuangan desa (www.localsolutionstopoverty.org, 2018). Dengan adanya Siskeudes, data dan laporan keuangan desa diharapkan akan memiliki format standar.

Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan teori keagenan, hubungan keagenan dapat terjadi pada sektor pemerintahan dari pusat hingga ke daerah, bahkan hingga ke tingkat pemerintahan desa. Terlebih lagi setelah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang semakin memperkuat otonomi desa dalam mengatur dan menjalankan pemerintahannya secara mandiri serta mengelola segala keuangan desa sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan dalam pembangunan.  Pemerintah desa sebagai agen diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh masyarakat desa sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Pemerintah desa harus  memberi pertanggungjawaban kepada rakyat atas segala aktivitas dan sumber daya yang dikelolanya. 

Pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa nyatanya masih belum dapat berjalan mulus sesuai dengan ekspektasi. Padahal, perangkat desa sangat berperan penting dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa serta dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang dimiliki secara baik demi terciptanya good governance (Indrianasari, 2017).  Tak hanya itu, beberapa penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa kompetensi pemerintah desa masih menjadi sebuah kendala dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rendahnya kompetensi aparatur desa dapat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel (Medianti, 2018). Dari segi pembuatan laporan keuangan, beberapa kendala yang sering dialami yaitu format yang tidak sesuai pada peraturan perundang-undangan, masih terdapat temuan pelanggaran, kecurangan, atau bahkan manipulasi data. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mewajibkan desa untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pembuatan laporan keuangan desa.

Peran dan kompetensi perangkat desa, serta penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mampu memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut juga saling berkaitan dan dapat berpengaruh secara simultan karena perangkat desa harus berperan aktif dengan penuh tanggung jawab dan memiliki kompetensi lebih agar dapat mengelola keuangan desa dan membuat laporan pertanggungjawaban yang akuntabel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran dan kompetensi perangkat desa dibutuhkan pula dalam penerapan aplikasi Siskeudes untuk dapat membantu menunjang pekerjaannya dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan harapan.

H1: Peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Salah satu karakteristik good governance menurut UNDP yaitu partisipatif atau keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Hal ini berkaitan dengan teori keagenan, yaitu agen diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selanjutnya, kepala desa membentuk Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri  dari perangkat desa.

Peran perangkat desa dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain mengenai bagaimana keterlibatan dan partisipasi perangkat desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di desa sesuai dengan wewenangnya, peran perangkat desa juga diharapkan dapat berfungsi untuk membantu mengawasi dan mencegah berbagai indikasi pelanggaran yang mungkin dapat dilakukan oleh kepala desa atau pihak lainnya yang ingin berbuat curang. Hasil akhir yang diharapkan tentu jika perangkat desa dapat berperan dengan baik. Seperti pada penelitian Setiana & Yuliani (2017) serta Yesinia et al. (2018) yang menunjukkan hasil bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik peran perangkat desa, semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa
H2: Peran perangkat desa berpengaruh sitif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Dengan dialokasikannya dana desa dari pemerintah pusat dengan dengan jumlah yang sangat besar, tentu harus diiringi pula dengan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah desa untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas. Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah desa diwajibkan melakukan pertanggungjawaban. Proses pertanggungjawaban oleh pemerintah desa ini dapat dilakukan dengan pembuatan laporan keuangan desa yang akuntabel dan dapat diakses oleh rakyat secara transparan.

Perangkat desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) secara teknis memiliki andil dalam proses pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Hal ini menuntut perangkat desa harus memiliki kompetensi yang memadai agar dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tingginya kompetensi perangkat desa diharapkan akan dapat menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan demi terciptanya good governance. Sebaliknya, rendahnya kompetensi perangkat desa akan dapat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal tersebut didukung dengan hasil yang dikemukakan Umar et al. (2018), Nurkhafifah (2018), Mada et al. (2017), dan Indrajaya (2017) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H3:
Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Perkembangan zaman saat ini menuntut segala informasi dibuat dengan serba cepat dan tepat, tak terkecuali dalam proses pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa. Untuk itu, mau tidak mau pemerintah desa harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mulai menggunakan teknologi informasi untuk dapat menunjang pekerjaannya, termasuk dalam pembuatan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban kepada rakyat sesuai dengan teori keagenan. Salah satu teknologi informasi yang sedang dikembangkan pemerintah adalah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes adalah aplikasi yang secara gratis disediakan oleh pemerintah yang dapat berguna untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa.

Begitu besarnya dana yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula bagi pemerintah desa untuk dapat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas mengingat dalam pengelolaan keuangan desa tersebut, pemerintah desa dituntut membuat beberapa laporan. Dengan menerapkan aplikasi Siskeudes ini dapat memberi manfaat yang besar dan memudahkan pemerintah desa dalam pembuatan berbagai macam laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila aplikasi Siskeudes ini digunakan secara baik dan benar maka pemerintah desa dapat menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas dan akuntabel untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Gayatri & Latrini (2018) dan Sabon (2018) yang menyatakan bahwa penerapan aplikasi Siskeudes berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
H4:
Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aspek penting yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan desa yang akuntabel. Dengan adanya aplikasi Siskeudes, proses pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa akan menjadi lebih mudah dan cepat. Data dan laporan keuangan desa yang dihasilkan dari Siskeudes diharapkan akan memiliki format standar sehingga memudahkan dalam proses evaluasi. Segala tindak kecurangan akan lebih mudah diawasi dengan adanya sistem. Penerapan aplikasi Siskeudes yang maksimal dapat membantu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan informasi keuangan dapat diketahui dengan transparan sehingga dapat meminimalisir adanya asimetri informasi.

H5:
Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 301 desa yang tersebar pada 23 kecamatan di Kabupaten Banyumas. Jumlah minimal sampel penelitian ini sejumlah 182 responden sekretaris desa atau kepala urusan keuangan desa di Kabupaten Banyumas yang menjadi perwakilan dari masing-masing desa. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik proportional random sampling. Data dikumpulkan dalam metode survei, yaitu menyebarkan daftar pertanyaan dalam kuesioner yang diisi atau dijawab oleh responden. 

Teknik Analisis Data
Pilot Test 


Pilot test dilakukan sebelum peneliti menyebarkan kuesioner pada responden yang dijadikan sampel penelitian untuk menguji pemahaman responden terhadap kata-kata yang digunakan dalam kuesioner.
Uji Validitas


Uji validitas adalah pengujian untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut. Jika nilai rhitung > rtabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Namun apabila rhitung < rtabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.
Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah  pengujian untuk menguji pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner pada penelitian ini handal (dapat dipercaya) atau tidak. Suatu instrumen atau pertanyaan dalam kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai Alpha Cronbachnya (α) ≥ 0,60.

Statistik Deskriptif


Pada penelitian ini terdapat statistik deskriptif yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi informasi mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari sampel penelitian. Statistik deskriptif juga dapat memberikan informasi mengenai jenis kelamin dan usia dari sampel penelitian (Ghozali, 2016). 

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah variabel residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011:69). Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Pada uji Kolmogorov Smirnov, data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05 (α = 5%).


Uji Multikolinearitas Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas/independen atau tidak (Suliyanto, 2011:81). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance (TOL) dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai VIF ≥10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Untuk mendeteksinya dalam suatu model regresi, yaitu dengan melakukan Uji Glejser. Jika nilai probabilitasnya > α (0,05) atau thitung ≤ ttabel pada nilai α = 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Suliyanto, 2011:95).
Uji Linieritas bertujuan untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linier atau tidak secara signifikan dan untuk mendeteksi hal tersebut digunakan metode analisis grafik atau metode statistik (Suliyanto, 2011). Model akan dinyatakan linier apabila variabel Z1 (signifikan) dengan kriteria thitung ≤ ttabel atau Sig. Z1 > α (alpha) dan variabel Z2 (tidak signifikan) dengan kriteria thitung > ttabel atau Sig. Z2 ≤ α (alpha).
Analisis Regresi Berganda


Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda karena untuk  mengukur pengaruh lebih dari satu variabel bebas/independen terhadap variabel terikat/dependen. Berikut ini merupakan model regresi dalam penelitian ini:
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Keterangan:

Y
=  Akuntabilitas pengelolaan dana desa

α
=  Konstanta

β1
=  Koefisien regresi untuk peran perangkat desa

β2
=  Koefisien regresi untuk kompetensi 

 perangkat desa

β3
=  Koefisien regresi untuk penerapan aplikasi 

 Sistem Keuangan Desa 

X1
=  Peran perangkat desa

X2
=  Kompetensi perangkat desa

X3
=  Penerapan aplikasi Sistem Keuangan 

          Desa

e
=  Standard error atau nilai residu   
Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Nilai koefisien determinasi Adjusted R2 adalah antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai koefisien determinasi mendekati 1 (satu) maka kemampuan variabel independen semakin tinggi dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependennya.
Uji F
Uji Goodness of Fit dilakukan untuk mengetahui apakah model persamaan yang terbentuk masuk dalam kriteria cocok (fit) atau tidak (Suliyanto, 2011:44). Untuk menyimpulkan model persamaan masuk dalam kategori cocok (fit) atau tidak dapat dilakukan dengan membandingkan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Apabila nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka model persamaan regresi yang terbetuk dapat dikatakan cocok (fit).

Uji t
Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen secara individual atau parsial dalam mempengaruhi variabel dependennya (Ghozali, 2016). Apabila nilai tingkat signifikansi t > 0.05 atau tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak ada pengaruh positif pada variabel dependen. Dan apabila nilai tingkat signifikansi t < 0.05 atau tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka Ho ditolak, artinya variabel independen secara parsial ada pengaruh positif terhadap variabel dependen. 
Uji Elastisitas

Uji elastisitas digunakan untuk menguji variabel bebas manakah yang paling berpengaruh dominan terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, uji elastisitas dilakukan dengan uji Pindyek Rubinfield. Suatu variabel bebas X dapat dikatakan paling berpengaruh dominan jika memiliki nilai absolut elastisitas yang paling tinggi daripada variabel bebas lainnya.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilot Test


Hasil pilot test menunjukkan bahwa responden menganggap pertanyaan serta pernyataan pada kuesioner dapat dimengerti dan dipahami kata-katanya sehingga dapat digunakan untuk penelitian.

Uji Validitas

Masing-masing item pernyataan untuk semua variabel independen dan dependen memiliki rhitung yang lebih besar dibandingkan rtabel dengan tingkat signfikansi α = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan variabel X1, X2, X3, dan Y dinyatakan valid. 

Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach’s Alpha untuk variabel independen (X1, X2, X3) dan dependen (Y) memiliki nilai lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan semua pernyataan pada variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Statistik Deskriptif

Jawaban-jawaban dari responden mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang peran perangkat desa (X1), kompetensi perangkat desa (X2), penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (X3), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dapat digambarkan dengan menggunakan tabel statistik deskriptif seperti pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	Variabel
	N
	Min
	Max
	Mean
	Standar Deviasi

	Peran Perangkat Desa (X1)
	182
	22,62
	46,37
	36,451
	5,646

	Kompetensi Perangkat Desa (X2)
	182
	16,96
	38,24
	28,513
	4,294

	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa  (X3)
	182
	12,53
	37,06
	28,060
	5,016

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)
	182
	23,23
	52,82
	40,298
	6,546

	Valid N (listwise)
	182
	
	
	
	


Sumber: Data primer yang diolah (2019).
Variabel peran perangkat desa (X1) memiliki nilai minimum sebesar 22,62, nilai maksimum sebesar 46,37, dan nilai mean sebesar 36,451 dengan standar deviasi sebesar 5,646. 
Variabel kompetensi perangkat desa (X2) memiliki nilai minimum sebesar 16,96, nilai maksimum sebesar 38,24, dan nilai mean sebesar 28,513 dengan standar deviasi sebesar 4,294. 
Variabel penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (X3) memiliki minimum sebesar 12,53, nilai maksimum sebesar 37,06, dan nilai mean sebesar 28,060 dengan standar deviasi sebesar 5,016. 
Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) memiliki nilai minimum sebesar 23,23, nilai maksimum sebesar 52,82, dan nilai mean sebesar 40,298 dengan standar deviasi sebesar 6,546. Nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai mean menunjukkan bahwa nilai mean dapat mewakili keseluruhan data dengan baik.

Uji Asumsi Klasik
a) Uji Normalitas

Tabel 2 merupakan hasil uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov yang digunakan untuk pengujian normalitas data. Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,082 lebih besar dari nilai α (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji Normalitas

	Variabel
	Standar Residual
	α
	Keterangan

	Kolmogorov Smirnov Z
	1,263
	0,05
	Normal

	Asymp.Sig.
	0,082
	0,05
	Normal


Sumber: Data primer yang diolah (2019).

b) Uji Multikolinearitas
Tabel 3.  Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas

	Variabel
	TOL
	VIF
	Keterangan

	Peran Perangkat Desa (X1)
	0,544
	1,839
	Tidak terjadi multikolinieritas

	Kompetensi Perangkat Desa (X2)
	0,571
	1,752
	Tidak terjadi multikolinieritas

	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X3)
	0,588
	1,702
	Tidak terjadi multikolinieritas


Sumber: Data primer yang diolah (2019).

Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa nilai tolerance variabel X1, X2, dan X3 masing-masing memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 serta nilai VIF ≤ 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas pada model regresi penelitian ini.
c) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser dengan kriteria apabila nilai probabilitasnya > 0,05, maka model regresi tidak mengandung unsur heteroskedastisitas. 

Tabel 4.  Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Variabel
	Sig.
	α
	Keterangan

	Peran Perangkat Desa (X1)
	0,759
	0,05
	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

	Kompetensi Perangkat Desa (X2)
	0,167
	0,05
	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X3)
	0,896
	0,05
	Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas


Sumber: Data primer yang diolah (2019).

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Sig. dari setiap variabel bebas lebih besar dari nilai alpha atau Sig > α = 0,05. maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala adanya kendala atau permasalahan heteroskedastisitas.

d) Uji Linieritas
Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Linieritas

	Variabel
	thitung
	​​ttabel
	Sig.
	Keterangan

	Z1
	-1,190
	1,653
	0,235
	Linier

	Z2
	-1,381
	1,653
	0,169
	Non linier


Sumber: Data primer yang diolah (2019).

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa variabel Z1 menunjukkan gejala linier karena sesuai dengan kriteria thitung ≤ ttabel (-1,190 ≤ 1,653) atau Sig. Z1 > α (0,235 > 0,05). Variabel Z menunjukkan gejala non-linier karena tidak sesuai dengan kriteria thitung > ttabel (-1,381 < 1,653) atau Sig. Z2 ≤ α (0,169 > 0,05). Selanjutnya, karena salah satu Z adalah non-linier maka model dapat menggunakan regresi linier maupun regresi non-linier.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Tabel 6. Ringkasan Hasil Analisis Regresi Berganda

	Variabel
	Koefisien Regresi
	thitung
	ttabel
	Sig.

	Konstanta
	7,251
	2,788
	1,653
	0,006

	Peran Perangkat Desa (X1)
	0,308
	3,684
	1,653
	0,000

	Kompetensi Perangkat Desa (X2)
	0,300
	2,801
	1,653
	0,006

	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X3)
	0,473
	5,222
	1,653
	0,000


Sumber: Data primer yang diolah (2019).

Berdasarkan tabel 6, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Y = 7,251 + 0,308X1 + 0,300X2 + 0,473X3 + e

Keterangan:

Y
=  Akuntabilitas pengelolaan dana desa

X1
=  Peran perangkat desa

X2
=  Kompetensi perangkat desa

X3
=  Penerapan aplikasi Sistem Keuangan 

          Desa

e
=  Standard error atau nilai residu

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dalam variabel terikat. Dilihat dari nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) pada model, semakin nilainya mendekati angka 1 maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varian pada variabel dependen.
Berdasarkan tabel 7, nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) sebesar 0,489 berarti bahwa variabel peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 48,9%, sedangkan sebesar 51,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Standard Error of the Estimate menunjukkan besarnya penyimpangan persamaan model regresi yaitu sebesar 4,68135. 

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi

	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	0,497
	0,489
	4,68135


 Sumber: Data primer yang diolah (2019)
Uji F

Uji F dilakukan untuk menyimpulkan apakah model termasuk dalam kategori cocok (fit) atau tidak, apabila model cocok maka model regresi layak dalam menjelaskan pengaruh variabel bebas secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel terikat, yaitu untuk menguji pengaruh simultan variabel peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa, terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa pada hipotesis pertama.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji F

	Fhitung
	Ftabel

	58,623
	2,66


Sumber: Data primer yang diolah (2019).

a) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
Dengan tingkat signifikansi 95% (α = 0,05), jumlah responden atau n = 182, dan banyaknya variabel atau k = 4, maka df: α, (k-1),(n-k) atau df: 0,05,(4-1),(182-4) diperoleh Ftabel sebesar 2,66. Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa Fhitung (58,623) > Ftabel (2,66), maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang artinya variabel peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa secara simultan berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (model persamaan regresi cocok atau fit), sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama (H1) diterima.
Uji T

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (variabel bebas) secara individual atau parsial dalam menerangkan variasi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (variabel terikat). Dalam penelitian ini pengujian yang digunakan yaitu uji t satu ujung (one tailed t-test) karena hipotesis yang diajukan telah menunjukkan arah yaitu positif.
Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji T

	Variabel
	thitung
	ttabel

	Peran Perangkat Desa (X1)
	3,684
	1,653

	Kompetensi Perangkat Desa (X2)
	2,801
	1,653

	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X3)
	5,222
	1,653


Sumber: Data primer yang diolah (2019).

Berdasarkan tabel 4.13 dapat disimpulkan hasil sebagai berikut:

a) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
Hipotesis kedua menyatakan bahwa peran perangkat desa  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diketahui nilai thitung (3,684) > nilai ttabel (1,653) dengan df = (0,05, 182-4) dan koefisien regresi β1 > 0. Berdasarkan kriteria penerimaan hipotesis, maka H0 ditolak dan Ha yang menyatakan peran perangkat desa  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.
b) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa  berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diketahui nilai thitung (2,801) > nilai ttabel (1,653) dengan df = (0,05, 182-4) dan koefisien regresi β2 > 0. Berdasarkan kriteria penerimaan hipotesis, maka H0 ditolak dan Ha yang menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.
c) Pengujian Hipotesis Keempat (H4) 

Hipotesis keempat menyatakan bahwa penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Diketahui nilai thitung (5,222) > nilai ttabel (1,653) dengan df = (0,05, 182-4) dan koefisien regresi β3 > 0. Berdasarkan kriteria penerimaan hipotesis, maka H0 ditolak dan Ha yang menyatakan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.

Uji Elastisitas

Uji elastisitas digunakan untuk menguji variabel bebas manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, uji elastisitas dilakukan dengan uji elastisitas Pindyek Rubinfield.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Uji Elastisitas

	Variabel
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	Peran Perangkat Desa (X1)
	0,308
	36,450
	40,298
	0,279

	Kompetensi Perangkat Desa (X2)
	0,300
	28,513
	40,298
	0,212

	Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (X3)
	0,473
	28,060
	20,298
	0,329


Sumber: Data primer yang diolah (2019).
a) Pengujian Hipotesis Kelima (H5)
Berdasarkan tabel 10, dapat dilihat variabel yang memiliki nilai absolut (Ej) paling besar adalah penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu 0,329 (E3> E1, E2) yang artinya variabel penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka dapat disimpulkan hipotesis kelima (H5) yang menyatakan penerapan aplikasi Sistem Keuangan desa memiliki pengaruh paling dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diterima.
Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Perangkat Desa, dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa nilai Fhitung (58,623) > Ftabel (2,66), maka Ha diterima dan H0 ditolak, yang artinya variabel peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa secara simultan berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.  Hasil tersebut mengandung arti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa akan meningkat apabila diiringi atau diimbangi secara bersama-sama dengan peran perangkat desa yang secara optimal dilakukan dengan penuh tanggung jawab, kompetensi perangkat desa yang memadai agar dapat melaksanakan segala tugas yang diembannya dengan baik, serta dibantu oleh penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan desa yang berkualitas dan akuntabel. 

Hal ini juga sesuai dengan teori keagenan dimana pemerintah desa harus  memberi pertanggungjawaban kepada rakyat atas segala aktivitas dan sumber daya yang dikelolanya. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan agar tidak terjadi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan rakyat sebagai prinsipal. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain dengan memaksimalkan peran dan kompetensi perangkat desa serta penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa agar semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiana & Yuliani (2017) serta Yesinia et al. (2018) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hasil penelitian Medianti (2018), Umar et al. (2018), Nurkhafifah (2018), Mada et al. (2017), dan Indrajaya (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta hasil penelitian Gayatri & Latrini (2018) dan Sabon (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.
Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua yang telah dilakukan, diketahui nilai thitung (3,684) > nilai ttabel (1,653), maka hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima, yaitu peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengandung arti bahwa dengan semakin berperannya perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan teori keagenan dimana hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen yang digambarkan melalui perangkat desa yang tergabung dalam pemerintah desa, dalam hal ini bertindak sebagai agen yang ikut berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban yang diamanatkan masyarakat desa sebagai prinsipal. Peran perangkat desa dapat pula menjadi aspek untuk mendukung terwujudnya salah satu karakteristik good governance menurut UNDP yaitu partisipatif atau keterlibatan masyarakat di dalam pengambilan keputusan, yang dalam hal ini diwakili oleh kepala desa beserta perangkat desa yang tergabung didalamnya untuk mengelola keuangan desa. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Setiana & Yuliani (2017) serta Yesinia et al. (2018) yang menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui nilai thitung (2,801) > nilai ttabel (1,653), maka hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima, yaitu kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa maka akan memberikan pengaruh yang semakin baik terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan teori keagenan, dimana perangkat desa sebagai agen tentunya harus memiliki kompetensi yang baik agar dapat menjalankan segala kewajiban yang diamanatkan rakyat kepadanya. Apabila perangkat desa memiliki kompetensi yang baik maka tentunya akan dapat semakin menunjang terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik dan transparan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Apabila aspek transparansi dan akuntabilitas terpenuhi dengan baik maka hal tersebut juga akan membantu mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Medianti (2018), Umar et al. (2018), Nurkhafifah (2018), Mada et al. (2017), dan Indrajaya (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, diketahui nilai thitung (5,222) > nilai ttabel (1,653), maka hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima, yaitu penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mengandung arti bahwa semakin aplikasi Sistem Keuangan Desa ini diterapkan dengan baik akan semakin menghasilkan laporan yang berkualitas sehingga akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan teori keagenan, dimana adanya masalah asimetri informasi antara pihak agen dan prinsipal harus diminimalisir dengan cara pemerintah desa harus menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat atas segala aktivitas dan sumber daya yang dikelolanya. Dengan bantuan teknologi Sistem Keuangan Desa yang telah dikembangkan saat ini, laporan yang dihasilkan tentu akan semakin baik dan berkualitas. Selain itu, penggunaan teknologi Sistem Keuangan Desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Hal ini dapat semakin menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta mewujudkan good governance. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Gayatri & Latrini (2018) dan Sabon (2018) yang menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.
Variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima (H5) menunjukkan bahwa variabel yang memiliki nilai absolut (Ej) paling besar adalah penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu 0,329 (E3> E1, E2) yang artinya variabel penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sesuai dengan dugaan awal yang menyebutkan bahwa variabel penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. 

2. Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas.

3. Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. 

4. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. 

5. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa memiliki pengaruh paling dominan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyumas. 
IMPLIKASI

Berdasarkan analisis data dan hasil penelitian, dapat diperoleh implikasi sebagai berikut:

1. Teori keagenan dan teori good governance memberikan bukti yang relevan dalam menjelaskan fenomena atau faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Perangkat desa harus senantiasa memaksimalkan peran aktif dan meningkatkan partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa agar terciptanya akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Upaya yang dapat dilakukan misalnya aktif dalam memberikan masukan atau saran dalam musyawarah, bersikap jujur dalam menjalankan kewajiban, berani mengambil sikap tegas dan saling mengawasi satu sama lain agar tidak terjadi tindak kecurangan yang akan merugikan. 

3. Perangkat desa harus senantiasa mengasah kemampuannya, memiliki kemauan untuk belajar, dan selalu berusaha kompeten dalam menyesuaikan diri dengan segala macam tanggung jawab dan risiko pekerjaan yang harus dihadapi. Upaya yang dapat dilakukan misalnya mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah daerah dan terus mengikuti perkembangan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut pembuatan laporan keuangan desa.

4. Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa harus senantiasa dimaksimalkan dan dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan laporan yang berkualitas demi menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Upaya yang dapat dilakukan misalnya mengikuti pelatihan rutin penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa oleh pemerintah daerah, meningkatkan komunikasi dengan pihak pemerintah daerah apabila dirasa terdapat kesulitan dalam pengoperasian aplikasi, dan terus mengikuti perkembangan informasi seputar aplikasi Sistem Keuangan Desa karena sistem akan selalu diperbarui dan menyesuaikan dengan keadaan di masa depan.

5. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat melakukan penjaringan pegawai pemerintah desa dengan latar belakang pendidikan yang lebih disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dijalankan, khususnya untuk kepala urusan keuangan yang diharuskan mampu melakukan pengelolaan keuangan dan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik.
6. Bagi pemerintah daerah ataupun desa, diharapkan dapat mengadakan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kompetensi pemerintah desa serta meningkatkan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa agar semakin baik.
KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini yaitu variabel bebas (peran perangkat desa, kompetensi perangkat desa, dan penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa) hanya mampu menjelaskan variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan dana desa) sebesar 48,9%, sedangkan sisanya sebesar 51,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Penelitian di masa yang akan datang diharapkan dapat menambah variabel lain seperti sistem pengendalian internal, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai faktor apa saja yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
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